Program Indonesia Pintar di Serang Dikorupsi, Negara Merugi Rp 1,3 Miliar

(Sumber: https://regional.kompas.com/)

Polisi mengungkap dugaan korupsi Program Indonesia Pintar (PIP)! di Kota Serang, Banten,
pada tahun anggaran 2021 dengan kerugian negara mencapai Rp 1,3 miliar. Wakil Direktur Reserse
Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Banten AKBP Wiwin Setiawan mengatakan, kasus ini bermula
dari adanya laporan masyarakat kepada tim saber pungli. "Mendapatkan laporan tersebut, tim segera
melakukan pendalaman dan penyidikan hingga menemukan adanya pemotongan dana PIP yang
dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan pihak swasta," kata Wiwin dalam konferensi pers di Markas
Kepolisian Daerah Banten, Rabu (7/2/2024), seperti Antara.

Wiwin mengatakan telah menetapkan dua orang tersangka yaitu TS (63) mantan Kepala SD
dan mantan Ketua PGRI Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dan T1 (46) dari pihak swasta dalam kasus
pemotongan dana PIP. "Modus operandi yang dilakukan tersangka Tl mengaku dekat dengan tenaga
ahli Komisi X DPR RI yang bisa memuluskan pemotongan anggaran PIP," katanya. Atas pengakuan
tersebut, Tl dan TS sepakat memotong anggaran PIP sebesar 40 persen per siswa dilakukan untuk
kepentingan pribadi. "Jadi 30 persen untuk Tl dan 10 persen untuk TS, sedangkan 60 persennya
dikelola oleh sekolah yang seharusnya diterima pelajar sebagai simpanan pelajar," katanya. Dana PIP
yang dipotong kedua tersangka berasal dari 24 SDN di Kota Serang yang seharusnya untuk 3.325
peserta didik.

Dari pemotongan tersebut, keduanya mendapatkan keuntungan Rp 723 juta sehingga negara
mengalami kerugian Rp 1,3 miliar. "Dana tersebut kemudian dicairkan melalui Bank BRI dengan
didampingi TS. Penyidik menyelamatkan negara Rp 802 juta dan mengamankan barang bukti berbagai
berkas," katanya. Kini kedua tersangka telah ditahan di Rutan Polda Banten dan akan dilimpahkan ke

Kejaksaan Tinggi Banten. Keduanya dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun

1 Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan
belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan
miskin untuk membiayai Pendidikan (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun
2020 Tentang Program Indonesia Pintar)
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1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman

penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Sumber Berita

https://regional.kompas.com/, Program Indonesia Pintar di Serang Dikorupsi, Negara Merugi Rp 1,3
Miliar, 07 Februari 2024.

Catatan

» Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 mengatur terkait Program

Indonesia Pintar, yaitu pada:

1. Pasal 2 menyatakan PIP bertjuan:

a. bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah:

1)

2)

3)

meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu)
tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan
menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan
wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak
melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau

menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali
mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan
belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal

lainnya, atau balai latihan kerja;

b. bagi pendidikan tinggi:

1) meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi

Mahasiswa warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi;

2) meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik;

3) menjamin keberlangsungan studi Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar,

atau tertinggal, dan/atau menempuh studi pada perguruan tinggi wilayah yang terkena
dampak bencana alam atau konflik sosial; dan/atau meningkatkan angka partisipasi kasar

Pendidikan tinggi.

2. Pasal 3 Menyatakan bahwa PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:

a.

efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang

ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

. efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan

manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
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f.

transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat
mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;

akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;

kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan
proporsional; dan

manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

3. Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun

sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai

dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:

a.
b.

Peserta Didik pemegang KIP;

Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus

seperti:

1) Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;

2) Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;

3) Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti
asuhan;

4) Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;

5) Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;

6) Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang
mengalami pemutusan hubungan Kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana,
berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal
serumah; atau Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal

lainnya.

4. Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa Anak yang termasuk dalam prioritas sasaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan

belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, atau pemangku kepentingan.

5. Pasal 5 menyatakan bahwa PIP yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang diterima di

Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran:

a.

Mahasiswa pemegang KIP merupakan peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat yang telah memiliki KIP;
Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus
seperti:

1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;

2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera; atau

3) Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan.
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¢. Mahasiswa yang:
1) berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
2) orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
otonomi khusus bagi Provinsi Papua; atau
3) anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
d. Mahasiswa warga negara Indonesia yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi
pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:
1) bencana alam;
2) konflik sosial; atau

3) kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.

» Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 angka 22
menyatakan bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Dari ketentuan di atas diketahui bahwa unsur Kerugian Negara terdiri atas:

1. Kekurangan uang, surat berharga dan barang;

2. Jumlahnya nyata dan pasti;

3. Perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
4

Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi

» Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada
Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda
paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah).

» Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi menyatakan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara
dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala

bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
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(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara,
baik di tingkat pusat maupun di daerah;

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan bertanggungjawaban Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang
menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga
berdasarkan perjanjian dengan Negara.
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